
Salinan 

Menimbang 

Mengingat 

BUPATIBOJONEGORO 
PROVINSI JAWA TIMUR 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO 
NOMOR 4 TAHUN 2014 

TENTANG 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 
TAHUN ANGGARAN 2015 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATIBOJONEGORO, 

a. bahwa memenuhi ketentuan Pasal 31 1 ayat (1) Undang­
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) 
Kabupaten Bojonegoro bersama Bupati Bojonegoro telah 
menyempurnakan Rancangan Peraturan Daerah tentang 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 
Anggaran 2014 sesuai dengan Keputusan Gubernur Jawa 
Timur Nomor: 188/128K/KPTS/013/2014 tentang Hasil 
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten 
Bojonegoro tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Tahun Anggaran 2015 dan Rancangan Peraturan 
Bupati Bojonegoro tentang Penjabaran Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015; 

b. bahwa penyempurnaan sebagaimana dimaksud dalam 
huruf a, dilakukan agar Peraturan Daerah tentang 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 
Anggaran 2014 tidak bertentangan dengan kepentingan 
umum dan Peraturan Perundang-undangan yang lebih 
tinggi ; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan 
Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015; 

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam 
Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 2730); 
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3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4286); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4400); 

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234); 

9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5495); 

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 98, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 ten tang 
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4028); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 
Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5340); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang 
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4575); 
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14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 
110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5515); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4614); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang 
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada 
Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban 
Kepala Kaerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4693); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan 
Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Repu blik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang 
Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 18, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4972) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 195, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5351); 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 
Standar Akutansi Pemerintahan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

22. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang 
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5219); 
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23. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang 
Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2012 Nomor 5, Ta.mbahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5272); 

24. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 123, Ta.mbahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5539); 

25. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana 
Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5558); 

26. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang 
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah 
diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Presiden 
Nomor 70 Tahun 2012; 

27. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang 12 Tahun 2011 
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; 

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, 
sebagaimana telah diubah yang Kedua kalinya dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; 

29. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.07 /2008 
tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau 
dan Sanksi Atas Penyalahgunaan Alokasi Dana bagi Hasil 
Cukai Tembakau, sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20/PMK.07 /2009; 

30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial 
yang Bersu.mber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012; 

31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 
tentang Pebentukan Produk Hukum Daerah; 

32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015; 

33. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 2 Tahun 
2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten 
Bojonegoro (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro 
Tahun 2008 Nomor 2); 

34. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 3 Tahun 
2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 
Kabupaten Bojonegoro (Lembaran Daerah Kabupaten 
Bojonegoro Tahun 2008 Nomor 3); 

35. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 15 
Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah 
Kabupaten Bojonegoro Tahun 2010 Nomor 15); 

36. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 16 
Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan 
Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro 
Tahun 2010 Nomor 16); 
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37. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 11 
Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal di Kabupaten 
Bojonegoro (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro 
Tahun 2011 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 8 Tahun 
2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 
2012 Nomor 7); 

38. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 14 
Tahun 2011 ten tang Pajak Bumi dan Bangunan 
Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten 
Bojonegoro Tahun 2011 Nomor 15) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro 
Nomor 9 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten 
Bojonegoro Tahun 2012 Nomor 9); 

39. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 15 
Tahun 2011 ten tang Retribusi Pemakaian Kekayaan 
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 
2011 Nomor 16); 

40. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 16 
Tahun 2011 ten tang Retribusi Perizinan Tertentu 
(Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2011 
Nomor 17); 

41. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 17 
Tahun 2011 ten tang Retribusi Terminal (Lembaran 
Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2011 Nomor 18); 

42. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 18 
Tahun 2011 ten tang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada 
Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro (Lembaran 
Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2011 Nomor 19); 

43. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 19 
Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran 
Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2011 Nomor 20); 

44. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 20 
Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran 
Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2011 Nomor 21); 

45. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 7 Tahun 
2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2013-2018 
(Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2014 
Nomor 4); 

Dengan Persetujuan Bersama 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO 

Menetapkan 

dan 

BUPATIBOJONEGORO 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN 
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015. 
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Pasal 1 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Anggaran 2015 dirinci sebagai berikut: 
1. Pendapatan Daerah 
2. Belanja Daerah 

Surplus/ (Defisit) 
3. Pembiayaan Daerah 

Kabupaten Bojonegoro Tahun 

Rp. 2.946.123.915.803,26 
Rp. 2.985.669.711.144,05 
Rp. (39.545.795.340,79) 

a. Penerimaan Rp. 248.945.795.340,79 
209.400.000.000,00 

39.545.795.340,79 
b. Pengeluaran Rp. 

Pembiayaan Netto Rp. 

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tahun Rp. 0,00 
Berkenaan: 

Pasal 2 

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1, 
terdiri dari : 
a. Pendapatan Asli Daeah 
b. Dana Perimbangan 
c. Lain - Lain Pendapatan Daerah yang 

Sah 

Rp. 
Rp. 
Rp. 

262.951. 712.448,41 
2.144.452.866.678,85 

538.719.336.676,00 

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, 
terdiri dari jenis pendapatan : 
a. Pendapatan Pajak Daerah 
b. Hasil Retribusi Daerah 
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah 

yang Dipisahkan 

Rp. 
Rp. 
Rp. 

Rp. 

61.130.000.000,00 
30.021.806.469,50 
19. 992.882.800,00 

151.807.023.178.91 d. Lain - Lain Pendapatan Asli Daerah 
yang Sah 

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, 
terdiri dari jenis pendapatan : 

Rp. l.229.419.183.678,85 a. Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan 
Pajak 

b. Dana Alokasi Umum Rp. 895. 987 .113.000.00 
c. Dana Alokasi Khusus Rp. 19.046.570.000,00 

(4) Lain - Lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf c, terdiri dari jenis pendapatan : 
a. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Rp. 103.171.957.859.00 

Pemerintah Daerah Lainnya 
b. Dana Penyesuaian dan Otonomi 

Khusus 
c. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau 

Pemerintah Daerah lainnya 

Pasal 3 

Rp. 376. 770.005.817,00 

Rp. 58. 777 .373.000,00 

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2, terdiri 
dari: 
a .. Belanja Tidak Langsung 
b. Belanja Langsung 

Rp. l.569.556.847.773,05 
Rp. 1.416.112.863.371,00 
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(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, 
terdiri dari jenis Belanja : 
a. Belanja Pegawai 
b. Belanja Subsidi 
c. Belanja Hibah 
d. Belanja Bantuan Sosial 

Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 

e. Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/ 
Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa Rp. 

l .200.098.693.409, 10 
307.000.000,00 

39.290.435.000,00 
8.661.000.000,00 

10.528. 900.646, 95 
f. Belanja Bantuan Keuangan kepada 

Provinsi/Kabupaten/Kota dan 
Pemerintahan Desa Rp. 299.913.283.717,00 

g. Belanja Tidak Terduga Rp. 10.757.535.000,00 

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri 
dari jenis pendapatan : 
a. Belanja Pegawai 
b. Belanja Barang dan Jasa 
c. Belanja Modal 

Pasal 4 

Rp. 
Rp. 
Rp. 

161.656.412.138,00 
630.924.338.035,00 
623.532.113.198,00 

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3, 
terdiri dari : 
a. Penerimaan Rp. 248.945.795.340,79 
b. Pengeluaran Rp. 209.400.000.000,00 

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari 
jenis pembiayaan : 
a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Rp. 225.830.795.340,79 

Anggaran Sebelumnya 
b. Penerimaan Investasi Jangka Panjang Rp. 23.115.000.000,00 

Non Permanen 
(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari 

jenis pembiayaan : 
a. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Rp. 195.000.000.000,00 

Daerah 
b. Pengeluaran Investasi Jangka Panjang Rp. 14.400.000.000,00 

Non Permanen 

Pasal 5 

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian 
tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, yang terdiri dari : 
1. Lampiran I Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; 
2. Lampiran II Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan 
Organisasi SKPD; 

3. Lampiran III Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan 
Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan 
Pembiayaan; 

4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja Daerah menurut Urusan 
Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan 
Kegiatan; 



5. Lampiran V 

6. Lampiran VI 
7. Lampiran Vil 
8. Lampiran VIII 
9. Lampiran IX 

10. Lampiran X 

11. Lampiran XI 

12. Lampiran XII 
13. Lampiran XIII 
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Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan 
Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan 
Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan 
Negara; 
Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan; 
Daftar Piutang Daerah; 
Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah; 
Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset 
Tetap Daerah; 
Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset 
Lainnya; 
Daftar Kegiatan-Kegiatan Tahun Anggaran 
Sebelumnya yang Belum Diselesaikan dan 
Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran Ini; 
Daftar Dana Cadangan Daerah; dan 
Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah. 

Pasal 6 

(1) Dalam keadaan darurat, pemerintah daerah dapat melakukan 
pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya 
diusulkan dalam rancangan perubahan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015. 

(2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang­
kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut: 
a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah 

daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya; 
b. tidak diharapkan terjadi secara berulang; 
c. berada di luar kendali dan pengaruh pemerintah daerah; dan 
d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka 

pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat. 

(3) Pendanaan keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya dapat 
menggunakan belanja tidak terduga. 

(4) Dalam hal belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 
tidak mencukupi, dapat dilakukan dengan cara : 
a. menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian target 

kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran 
berjalan; dan/ atau 

b. memanfaatkan uang kas yang tersedia. 
(5) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk belanja 

untuk keperluan mendesak yang kriterianya ditetapkan dalam 
peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. 

(6) Kriteria belanja untuk keperluan mendesak sebagaimana dimaksud 
pada ayat (6) mencakup : 
a. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang 

anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; dan 
b. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan 

menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah 
dan masyarakat. 

(7) Penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya 
dalam tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) 
huruf a diformulasikan terlebih dahulu dalam DPPA SKPD. 
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(8) Pendanaan keadaan darurat untuk kegiatan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA SKPD. 

(9) Dalam hal keadaan darurat terjadi setelah ditetapkannya perubahan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015, 
pemerintah daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia 
anggarannya, dan pengeluaran tersebut disampaikan dalam laporan 
realisasi anggaran. 

(10) Dasar pengeluaran untuk kegiatan - kegiatan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (10) diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA SKPD untuk 
dijadikan dasar pengesahan DPA SKPD oleh PPKD setelah memperoleh 
persetujuan sekretaris daerah. 

(11) Pelaksanaan pengeluaran untuk mendanai kegiatan keadaan darurat 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (6) terlebih dahulu 
ditetapkan dengan Peraturan Bupati. 

Pasal 7 

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 
2015 sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah. 

Pasal 8 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten 
Bojonegoro. 

Ditetapkan di Bojonegoro 
pada tanggal 24 Desember 2014 

BUPATIBOJONEGORO, 

ttd. 

H. SUYO TO 
Diundangkan di Bojonegoro 
pada tanggal 24 Desember 2014 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO 

ttd. 

SOEHADI MOELJONO 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO TAHON 2014 NOMOR 12. 

SE 
sesuai dengan aslinya 

KABUPATEN BOJONEGORO 

O,MM 
. a Madya 

_ · 00131 198603 1 008 


